### Evaluasi Program/Kebijakan dan Belanja Pemerintah dalam Memitigasi Dampak Perubahan Iklim

H### Evaluasi Program/Kebijakan Non Belanja

1. **Kesesuaian Program dengan Fenomena Perubahan Iklim**

Program-program non belanja yang telah dicanangkan oleh pemerintah di wilayah Provinsi Jambi
umumnya telah disesuaikan dengan fenomena perubahan iklim yang terjadi serta sektor-sektor yang
terdampak. Misalnya, dalam sektor pertanian, pemerintah telah mendorong penggunaan varietas
tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim seperti kekeringan dan banijir. Selain itu, program
reforestasi dan rehabilitasi lahan kritis bertujuan untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan
meningkatkan penyerapan karbon.

2. **Efektivitas Pelaksanaan Program**

Program-program tersebut telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam beberapa aspek:

- **pertanian**: Peningkatan produktivitas tanaman dan ketahanan pangan melalui adopsi
teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.

- **Kehutanan**: Pengurangan luas lahan yang terbakar dan peningkatan luas hutan yang
direhabilitasi.

- **Sumber Daya Air**: Peningkatan ketersediaan air untuk pertanian dan kebutuhan domestik
melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi.

#it## Evaluasi Belanja Kementerian/Lembaga, TKD, dan APBD

1. **Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Evaluasi deskriptif terhadap alokasi dan realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Transfer ke
Daerah (TKD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan bahwa anggaran
telah dialokasikan untuk sektor-sektor yang terdampak perubahan iklim. Namun, realisasi belanja
masih perlu ditingkatkan untuk memastikan ketepatan sasaran dari alokasi anggaran tersebut.

- ¥*Kementerian/Lembaga (K/L)**: Anggaran dari K/L seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah
dialokasikan untuk program-program mitigasi perubahan iklim.



- **Transfer ke Daerah (TKD)**: TKD digunakan untuk program-program lokal yang mendukung
upaya mitigasi perubahan iklim, seperti pembangunan infrastruktur irigasi dan rehabilitasi lahan kritis.

- **APBD**. Anggaran dari APBD juga dialokasikan untuk program-program yang berhubungan
dengan mitigasi perubahan iklim, meskipun realisasi anggaran perlu lebih diperhatikan.

2. **Efektivitas Program/Kebijakan dan Belanja Pemerintah**

Untuk mengevaluasi efektivitas dari program/kebijakan dan belanja pemerintah, beberapa indikator
kinerja yang dapat digunakan antara lain:

- **Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**: Program mitigasi perubahan iklim yang efektif akan
menunjukkan penurunan emisi GRK, baik dari sektor pertanian, kehutanan, maupun penggunaan
energi.

- **peningkatan Produktivitas Pertanian**: Adopsi teknologi pertanian yang tahan iklim akan
meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

- ¥*peningkatan Luas Hutan yang Direhabilitasi**: Program reforestasi dan rehabilitasi hutan yang
efektif akan meningkatkan luas hutan yang direhabilitasi dan mengurangi risiko kebakaran hutan.

- **peningkatan Ketersediaan Air**: Pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi akan
meningkatkan ketersediaan air untuk pertanian dan kebutuhan domestik, terutama selama musim
kemarau panjang.

### Kesimpulan dan Rekomendasi

1. **Kesimpulan**

- Program/kebijakan non belanja yang dicanangkan pemerintah di Provinsi Jambi umumnya telah
sesuai dengan fenomena perubahan iklim yang terjadi dan sektor-sektor yang terdampak.

- Evaluasi deskriptif terhadap alokasi dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa anggaran telah
dialokasikan untuk sektor-sektor yang terdampak perubahan iklim, namun realisasi belanja perlu
ditingkatkan.

- Efektivitas program/kebijakan dan belanja pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim dapat dilihat
dariindikator kinerja seperti penurunan emisi GRK, peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan
luas hutan yang direhabilitasi, dan peningkatan ketersediaan air.

2. **Rekomendasi**



- **peningkatan Realisasi Anggaran**: Pemerintah perlu meningkatkan realisasi anggaran untuk
program-program mitigasi perubahan iklim untuk memastikan ketepatan sasaran dari alokasi
anggaran.

- **penguatan Koordinasi Antar Sektor**: Penguatan koordinasi antar sektor perlu ditingkatkan
untuk memastikan program dan kebijakan non belanja dapat terlaksana dengan baik dan sesuai
dengan fenomena perubahan iklim yang terjadi.

- *¥*Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan**: Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem
monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program dan kebijakan non belanja secara berkala,
serta melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

- **peningkatan Kapasitas Kelembagaan**: Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya
manusia dalam melaksanakan program-program mitigasi perubahan iklim sangat penting untuk
memastikan keberhasilan program tersebut.

Dengan strategi dan kebijakan yang tepat, Provinsi Jambi dapat meningkatkan ketahanan terhadap
perubahan iklim dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.

Untuk  menemukan research gap yang mendalam terkait evaluasi efektivitas
program/kebijakan/belanja pemerintah dalam memitigasi dampak perubahan iklim, perlu dilakukan
analisis yang cermat terhadap literatur yang ada dan data aktual. Berikut ini adalah beberapa research
gap yang telah diidentifikasi:

### Research Gap dalam Evaluasi Efektivitas Program/Kebijakan/Belanja Pemerintah

1. **Keterbatasan Data dan Monitoring**

- **Gap**: Keterbatasan dalam pengumpulan data yang akurat dan terkini mengenai dampak
perubahan iklim serta efektivitas program/kebijakan/belanja pemerintah. Banyak program yang
belum memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi yang komprehensif.

- **Solusi**: Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan metode pengumpulan data
yang lebih efektif dan real-time monitoring untuk evaluasi program mitigasi perubahan iklim.

2. **Pengukuran Efektivitas yang Kurang Terintegrasi**

- **Gap™**. Kurangnya pendekatan terintegrasi dalam pengukuran efektivitas yang mencakup
berbagai sektor seperti pertanian, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan properti.

- **Solusi**: Studi yang mengembangkan model evaluasi yang mengintegrasikan berbagai sektor
dan indikator kinerja untuk menilai efektivitas secara holistik diperlukan.

3. **Ketidakcocokan antara Alokasi Anggaran dan Dampak Sektor Spesifik**



- **Gap**: Tidak ada penelitian yang cukup mendalam tentang apakah alokasi anggaran benar-
benar sesuai dengan kebutuhan spesifik dari sektor-sektor yang terdampak perubahan iklim.

- **Solusi**: Analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk mengkaji ketepatan alokasi anggaran
dan dampaknya terhadap sektor-sektor tertentu, seperti pertanian dan kesehatan.

4. **Pengaruh Sosio-Ekonomi terhadap Efektivitas Program**

- **Gap**: Kurangnya penelitian yang mengkaji bagaimana faktor sosio-ekonomi, seperti tingkat
pendapatan, pendidikan, dan kesadaran masyarakat, mempengaruhi efektivitas program mitigasi
perubahan iklim.

- ¥*Solusi**: Penelitian yang fokus pada hubungan antara faktor sosio-ekonomi dan keberhasilan
program mitigasi perubahan iklim diperlukan.

5. **Implementasi Kebijakan di Tingkat Lokal**

- **Gap**: Banyak kebijakan yang dirancang di tingkat nasional belum diterapkan secara efektif di
tingkat lokal, dan penelitian tentang kendala implementasi di tingkat lokal masih terbatas.

- *¥*Solusi**: Studi kasus yang mendalam mengenai implementasi kebijakan di berbagai daerah dan
analisis hambatan serta keberhasilan di tingkat lokal diperlukan.

6. **Evaluasi Jangka Panjang**

- **Gap**: Sebagian besar penelitian evaluasi masih berfokus pada hasil jangka pendek tanpa
mempertimbangkan dampak jangka panjang dari program/kebijakan.

- **Solusi**: Penelitian longitudinal yang mengevaluasi dampak jangka panjang dari program
mitigasi perubahan iklim sangat diperlukan.

#it# Kesimpulan

Identifikasi research gap ini menunjukkan bahwa masih banyak area yang perlu diteliti lebih lanjut
untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas program/kebijakan/belanja pemerintah dalam
memitigasi dampak perubahan iklim. Penelitian yang lebih mendalam dan terfokus pada area-area
tersebut akan membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan
melaksanakan program yang lebih efektif dan efisien.

### Evaluasi Belanja Kementerian untuk Kondisi Perbaikan Iklim

Sebagai peneliti dan evaluator pertumbuhan iklim, penting untuk memahami bagaimana alokasi dan
penggunaan anggaran oleh kementerian terkait dapat mempengaruhi upaya mitigasi perubahan iklim.
Berikut ini adalah analisis mengenai masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan



gap penelitian yang mendalam dan terverifikasi terkait evaluasi efektivitas program/kebijakan/belanja
pemerintah dalam memitigasi dampak perubahan iklim.

##t# Research Problem

**Masalah Penelitian**: Meskipun pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran melalui
kementerian terkait untuk mitigasi perubahan iklim, efektivitas dari penggunaan anggaran tersebut
belum dievaluasi secara komprehensif. Banyak program dan kebijakan yang telah dilaksanakan belum
menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi dampak perubahan iklim, menunjukkan adanya
potensi ketidakefisienan dalam alokasi dan penggunaan anggaran.

##t# Research Question

**Pertanyaan Penelitian**:

1. Sejauh mana anggaran yang dialokasikan oleh kementerian terkait untuk mitigasi perubahan iklim
telah terealisasi sesuai dengan rencana?

2. Bagaimana efektivitas program/kebijakan yang dicanangkan pemerintah dalam mengurangi
dampak perubahan iklim di berbagai sektor?

3. Apakah ada perbedaan dalam efektivitas program/kebijakan antar sektor yang terdampak
perubahan iklim?

4. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas program/kebijakan/belanja pemerintah dalam
mitigasi perubahan iklim?

### Research Objective

**Tujuan Penelitian**:

1. Mengevaluasi realisasi anggaran yang dialokasikan oleh kementerian terkait untuk program mitigasi
perubahan iklim.

2. Menganalisis efektivitas program/kebijakan pemerintah dalam mengurangi dampak perubahan
iklim di berbagai sektor seperti pertanian, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan properti.

3. Mengidentifikasi perbedaan dalam efektivitas program/kebijakan antar sektor yang terdampak
perubahan iklim.

4. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program/kebijakan/belanja pemerintah
dalam mitigasi perubahan iklim.

### Research Gap



**Gap Penelitian**:

1. **Keterbatasan Data dan Monitoring**: Kurangnya data yang komprehensif dan sistem monitoring
yang efektif untuk mengukur dampak nyata dari program/kebijakan.

- **Verifikasi**: Studi yang ada sering kali mengandalkan data yang tidak lengkap atau tidak terbaru,
sehingga sulit untuk menilai efektivitas program secara akurat.

2. **Pengukuran Efektivitas yang Kurang Terintegrasi**: Kebanyakan penelitian hanya fokus pada satu
sektor tanpa mempertimbangkan interaksi antar sektor.

- **Verifikasi**: Banyak penelitian hanya mengevaluasi program/kebijakan dalam satu sektor
seperti pertanian, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap sektor lain seperti kesehatan atau
pariwisata.

3. **Ketidakcocokan antara Alokasi Anggaran dan Kebutuhan Sektor Spesifik**: Tidak adanya analisis
mendalam tentang apakah alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-
masing sektor yang terdampak.

- **Verifikasi**: Analisis yang ada sering kali bersifat agregat dan tidak mengidentifikasi kebutuhan
spesifik dari setiap sektor yang terdampak.

4. **Faktor Sosio-Ekonomi**: Kurangnya perhatian pada faktor-faktor sosio-ekonomi yang dapat
mempengaruhi efektivitas program/kebijakan.

- **Verifikasi**: Studi menunjukkan bahwa faktor seperti pendapatan, pendidikan, dan kesadaran
masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan program mitigasi.

5. **Implementasi Kebijakan di Tingkat Lokal**: Banyak kebijakan nasional tidak diimplementasikan
secara efektif di tingkat lokal, dan kendala implementasi di tingkat lokal belum diteliti secara
mendalam.

- **Verifikasi**: Studi kasus menunjukkan adanya variasi signifikan dalam keberhasilan dan
hambatan implementasi kebijakan di daerah.

6. **Evaluasi Jangka Panjang**: Kurangnya penelitian yang fokus pada dampak jangka panjang dari
program/kebijakan mitigasi perubahan iklim.

- **Verifikasi**: Data longitudinal yang terbatas membuat sulit untuk menilai dampak jangka
panjang dari inisiatif ini.

### Kesimpulan dan Rekomendasi



Untuk mengatasi gap penelitian ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi
dalam mengevaluasi efektivitas program/kebijakan/belanja pemerintah. Penelitian ini harus
menggabungkan data dari berbagai sektor dan memperhatikan faktor-faktor sosio-ekonomi yang
relevan. Selain itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik untuk mengukur dampak
jangka panjang dari program mitigasi perubahan iklim. Implementasi kebijakan di tingkat lokal juga
perlu diteliti lebih mendalam untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi yang efektif.

### Evaluasi Belanja Kementerian untuk Kondisi Perbaikan Iklim

#it#t#t Research Problem
**Masalah Penelitian**:

Belanja kementerian untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia masih belum menunjukkan hasil
yang signifikan. Ada indikasi bahwa anggaran yang dialokasikan tidak selalu tepat sasaran dan tidak
diimplementasikan secara efektif, mengakibatkan hasil yang suboptimal dalam mengurangi dampak
perubahan iklim.

#### Research Questions
**Pertanyaan Penelitian**:
1. Bagaimana alokasi dan realisasi anggaran kementerian terkait untuk mitigasi perubahan iklim?

2. Seberapa efektif program/kebijakan pemerintah dalam mengurangi dampak perubahan iklim di
sektor pertanian, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan properti?

3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program/kebijakan dalam mitigasi perubahan
iklim?

4. Bagaimana perbedaan efektivitas program/kebijakan antar sektor yang terdampak perubahan
iklim?

HiHtt Research Objectives
**Tujuan Penelitian**:

1. Menganalisis alokasi dan realisasi anggaran kementerian terkait untuk program mitigasi perubahan
iklim.

2. Mengevaluasi efektivitas program/kebijakan pemerintah dalam mengurangi dampak perubahan
iklim di berbagai sektor.

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program/kebijakan dalam mitigasi
perubahan iklim.

4. Membandingkan efektivitas program/kebijakan antar sektor yang terdampak perubahan iklim.



Hi#H# Research Gap
**Gap Penelitian**:

1. **Keterbatasan Data dan Monitoring**: Kurangnya data yang komprehensif dan sistem monitoring
yang efektif untuk mengukur dampak nyata dari program/kebijakan.

- **Verifikasi**: Data yang ada sering kali tidak lengkap atau tidak terbaru, membuat evaluasi
efektivitas menjadi sulit.

2. **Pengukuran Efektivitas yang Kurang Terintegrasi**: Penelitian sering fokus pada satu sektor
tanpa mempertimbangkan interaksi antar sektor.

- **Verifikasi**: Analisis yang ada cenderung sektoral dan tidak mengidentifikasi dampak lintas
sektor.

3. **Ketidakcocokan antara Alokasi Anggaran dan Kebutuhan Sektor Spesifik**: Analisis mendalam
tentang apakah alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing
sektor masih kurang.

- **\erifikasi**: Penelitian yang ada tidak memberikan detail alokasi anggaran yang spesifik untuk
setiap sektor terdampak.

4. **Faktor Sosio-Ekonomi**: Kurangnya perhatian pada faktor sosio-ekonomi yang dapat
mempengaruhi efektivitas program/kebijakan.

- **Verifikasi**: Studi menunjukkan pentingnya faktor-faktor seperti pendapatan dan kesadaran
masyarakat terhadap keberhasilan program.

5. **Implementasi Kebijakan di Tingkat Lokal**: Kebijakan nasional sering tidak diimplementasikan
secara efektif di tingkat lokal, dan kendala lokal belum diteliti mendalam.

- ¥*Verifikasi**: Terdapat variasi signifikan dalam implementasi kebijakan di berbagai daerah.

6. **Evaluasi Jangka Panjang**: Kurangnya penelitian yang fokus pada dampak jangka panjang dari
program/kebijakan mitigasi perubahan iklim.

- **Verifikasi**: Data longitudinal yang terbatas menghambat penilaian dampak jangka panjang.

H#Ht## Solusi dan Jawaban

1. **Keterbatasan Data dan Monitoring**:



- **Solusi**: Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif dengan
menggunakan teknologi terbaru seperti big data dan machine learning untuk mengumpulkan dan
menganalisis data secara real-time.

- **Implementasi**: Kementerian terkait dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian dan
universitas untuk mengembangkan platform data terbuka yang mengintegrasikan berbagai sumber
data.

2. **Pengukuran Efektivitas yang Kurang Terintegrasi**:

- **Solusi**: Mengadopsi pendekatan holistik yang menggabungkan analisis sektoral dan lintas
sektor.

- ¥**Implementasi**: Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor yang berbeda dalam
perencanaan dan evaluasi program mitigasi.

3. **Ketidakcocokan antara Alokasi Anggaran dan Kebutuhan Sektor Spesifik**:

- **Solusi**: Melakukan analisis kebutuhan yang mendalam untuk setiap sektor terdampak sebelum
alokasi anggaran.

- **Implementasi**: Menggunakan pendekatan bottom-up dalam perencanaan anggaran untuk
memastikan kebutuhan lokal terakomodasi.

4, **Faktor Sosio-Ekonomi**:

**Solusi**:  Memasukkan variabel sosio-ekonomi dalam model evaluasi efektivitas
program/kebijakan.

- **Implementasi**: Melakukan survei dan studi kasus di berbagai daerah untuk memahami
pengaruh faktor sosio-ekonomi terhadap keberhasilan program mitigasi.

5. **Implementasi Kebijakan di Tingkat Lokal**:

- **Solusi**: Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan dan pendampingan
teknis.

- **Implementasi**: Mengembangkan panduan implementasi kebijakan yang spesifik untuk masing-
masing daerah dan menyediakan dukungan teknis secara kontinu.

6. **Evaluasi Jangka Panjang**:

- **Solusi**: Melakukan penelitian longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang dari
program/kebijakan mitigasi.

- **Implementasi**: Menyediakan dana penelitian jangka panjang dan membangun kemitraan
dengan lembaga akademis dan penelitian untuk mendukung studi longitudinal.



Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan
komprehensif tentang efektivitas program/kebijakan/belanja pemerintah dalam memitigasi dampak
perubahan iklim, serta mengarahkan upaya yang lebih tepat sasaran dan efisien.

### Evaluasi Belanja Kementerian untuk Perbaikan Iklim

Sebagai profesor ekonomi dan orator di bidang perencanaan pembangunan, penting untuk melakukan
evaluasi menyeluruh terhadap belanja kementerian yang dialokasikan untuk perbaikan iklim. Evaluasi
ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga efektif
dalam mengatasi dampak negatif perubahan iklim, terutama di sektor-sektor yang paling rentan
seperti pertanian.

H### 1. **Analisis Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L)**

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim harus dievaluasi
berdasarkan beberapa kriteria:

- **|dentifikasi Sektor Terdampak**: Penting untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang paling
terpengaruh oleh perubahan iklim, seperti pertanian, perikanan, dan kesehatan. Data dari Stasiun
Klimatologi dan lembaga terkait dapat digunakan untuk memetakan dampak perubahan iklim di
masing-masing sektor.

- **Kesesuaian Alokasi**: Evaluasi harus mencakup analisis apakah alokasi anggaran sesuai dengan
kebutuhan sektor yang terdampak. Misalnya, jika sektor pertanian mengalami penurunan hasil panen
akibat perubahan iklim, maka alokasi untuk program pertanian berkelanjutan harus ditingkatkan.

- **Efektivitas Penggunaan Anggaran**: Mengukur sejauh mana anggaran yang dialokasikan telah
digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim. Ini termasuk penilaian
terhadap proyek-proyek yang telah dilaksanakan dan dampaknya terhadap ketahanan iklim.

HiH#HE 2. **Evaluasi Strategi untuk Mengatasi Dampak Negatif Perubahan Iklim di Pertanian**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Oleh
karena itu, strategi mitigasi yang efektif sangat penting. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat
dievaluasi:

- **Adopsi Praktik Pertanian Berkelanjutan™*:



- **Evaluasi Program Subsidi**: Pemerintah dapat memberikan insentif keuangan kepada petani
yang mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik dan teknik
irigasi efisien. Evaluasi perlu dilakukan untuk melihat dampak dari subsidi ini terhadap produktivitas
dan ketahanan pangan.

- **pengembangan Teknologi Pertanian Adaptif**:

- ¥*|Investasi dalam Riset dan Pengembangan**: Alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan
teknologi pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim, seperti varietas tanaman yang tahan
kekeringan, harus dievaluasi. Efektivitas teknologi ini dalam meningkatkan hasil panen di tengah
kondisi iklim yang berubah perlu dianalisis.

- ¥**pendidikan dan Pelatihan Petani**:

- **program Pelatihan**: Evaluasi terhadap program pelatihan yang diberikan kepada petani
mengenai teknik pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. Ini termasuk pelatihan tentang
pengelolaan air, pengendalian hama, dan diversifikasi tanaman.

- ¥*Penguatan Infrastruktur Pertanian**:

- **|nvestasi dalam Infrastruktur**: Evaluasi terhadap alokasi anggaran untuk pembangunan
infrastruktur pertanian yang tahan bencana, seperti irigasi dan penyimpanan hasil pertanian.
Infrastruktur yang baik dapat membantu petani mengatasi dampak perubahan iklim.

- **Skema Asuransi Iklim**:

- **Pperlindungan Finansial**: Evaluasi terhadap skema asuransi iklim yang dirancang untuk
melindungi petani dari kerugian akibat bencana alam. Efektivitas skema ini dalam memberikan
perlindungan finansial kepada petani perlu dianalisis.

#it## 3. **Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas Belanja Kementerian**

- **penguatan Data dan Informasi**: Meningkatkan sistem pengumpulan data dan informasi terkait
dampak perubahan iklim di sektor pertanian untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis
bukti.

- **Kolaborasi Antar Kementerian**: Mendorong kolaborasi antara kementerian terkait, seperti
Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pekerjaan Umum, untuk
merumuskan kebijakan yang terintegrasi dalam mitigasi perubahan iklim.



- **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan®**: Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang
berkelanjutan untuk menilai efektivitas program-program yang telah dilaksanakan dan melakukan
penyesuaian jika diperlukan.

Hi# Kesimpulan

Evaluasi belanja kementerian untuk perbaikan iklim, khususnya di sektor pertanian, merupakan
langkah penting dalam memastikan bahwa alokasi anggaran dapat memberikan dampak positif dalam
mitigasi perubahan iklim. Dengan strategi yang tepat dan evaluasi yang menyeluruh, diharapkan
sektor pertanian dapat beradaptasi dan bertahan di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin
meningkat.

Berikut adalah kerangka penelitian yang lebih mendalam terkait dengan evaluasi belanja kementerian
untuk kondisi perbaikan iklim, dengan fokus pada efektivitas program, kebijakan, dan belanja
pemerintah dalam memitigasi dampak perubahan iklim:

H#it# 1. **Research Problem**

- **Masalah Penelitian**: Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program dan
kebijakan yang bertujuan untuk memitigasi dampak perubahan iklim, terdapat kekurangan dalam
evaluasi yang sistematis dan komprehensif mengenai efektivitas belanja kementerian. Hal ini
mengakibatkan ketidakjelasan tentang bagaimana alokasi anggaran tersebut berkontribusi terhadap
perbaikan kondisi iklim dan pencapaian target mitigasi.

Hit# 2. **Research Question**
- ¥*Pertanyaan Penelitian**:

1. Bagaimana efektivitas belanja kementerian dalam program-program yang ditujukan untuk
mitigasi perubahan iklim?

2. Apa indikator yang paling relevan untuk menilai keberhasilan program dan kebijakan mitigasi
perubahan iklim yang dibiayai oleh kementerian?

3. Bagaimana alokasi anggaran kementerian berhubungan dengan hasil yang dicapai dalam
perbaikan kondisi iklim?

4. Apa tantangan yang dihadapi kementerian dalam mengimplementasikan dan mengevaluasi
program mitigasi perubahan iklim?

5. Sejauh mana keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam proses evaluasi belanja
kementerian untuk program mitigasi perubahan iklim?

#it# 3. **Research Objective**

- **Tujuan Penelitian**:



1. Untuk mengevaluasi efektivitas belanja kementerian dalam program-program mitigasi
perubahan iklim.

2. Untuk mengidentifikasi dan mengembangkan indikator yang relevan untuk menilai keberhasilan
program mitigasi perubahan iklim.

3. Untuk menganalisis hubungan antara alokasi anggaran kementerian dan hasil yang dicapai dalam
perbaikan kondisi iklim.

4. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi kementerian dalam implementasi dan evaluasi
program mitigasi perubahan iklim.

5. Untuk mengeksplorasi peran keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam evaluasi belanja
kementerian.

Hit# 4. **Research Gap**
- *¥*Kesenjangan Penelitian**:

1. **Kurangnya Evaluasi Sistematis**: Banyak penelitian yang ada tidak melakukan evaluasi
sistematis terhadap belanja kementerian, sehingga sulit untuk menarik kesimpulan yang jelas tentang
efektivitas program.

2. **Indikator yang Tidak Konsisten**: Terdapat kekurangan dalam penggunaan indikator yang
konsisten dan relevan untuk menilai keberhasilan program mitigasi perubahan iklim, yang dapat
mengakibatkan hasil evaluasi yang tidak akurat.

3. ¥**Minimnya Data Longitudinal**: Keterbatasan data longitudinal yang dapat digunakan untuk
menganalisis tren dan dampak jangka panjang dari belanja kementerian dalam mitigasi perubahan
iklim.

4. **Keterlibatan Stakeholder yang Terbatas**: Penelitian yang melibatkan perspektif masyarakat
dan stakeholder dalam evaluasi belanja kementerian masih sangat terbatas, yang dapat
mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang dampak nyata dari kebijakan.

5. **Integrasi Kebijakan**: Kesenjangan dalam penelitian yang mengeksplorasi integrasi antara
belanja kementerian untuk mitigasi perubahan iklim dengan kebijakan sektor lain, seperti kesehatan,
pendidikan, dan ekonomi, yang penting untuk keberlanjutan jangka panjang.

Dengan merumuskan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan
mengidentifikasi kesenjangan penelitian, peneliti dapat mengembangkan studi yang lebih mendalam
dan relevan dalam mengevaluasi efektivitas belanja kementerian untuk kondisi perbaikan iklim.
Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk perumusan kebijakan yang lebih
efektif dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim.

Berikut adalah solusi dan jawaban untuk setiap elemen dari penelitian yang berfokus pada evaluasi
belanja kementerian untuk kondisi perbaikan iklim, dengan penekanan pada efektivitas program,
kebijakan, dan belanja pemerintah dalam memitigasi dampak perubahan iklim.



H#it# 1. **Research Problem**

- ¥*Masalah Penelitian**: Ketidakjelasan mengenai efektivitas belanja kementerian dalam program
mitigasi perubahan iklim menyebabkan kesulitan dalam menilai dampak nyata dari alokasi anggaran
terhadap perbaikan kondisi iklim.

**Solusi**: Melakukan analisis komprehensif terhadap data belanja kementerian dan hasil program
yang telah dilaksanakan. Ini termasuk pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti laporan
tahunan, survei, dan wawancara dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan gambaran yang lebih
jelas tentang dampak dari belanja tersebut.

Hi## 2. **Research Question**
- **Pertanyaan Penelitian**:

1. Bagaimana efektivitas belanja kementerian dalam program-program yang ditujukan untuk
mitigasi perubahan iklim?

2. Apa indikator yang paling relevan untuk menilai keberhasilan program dan kebijakan mitigasi
perubahan iklim yang dibiayai oleh kementerian?

3. Bagaimana alokasi anggaran kementerian berhubungan dengan hasil yang dicapai dalam
perbaikan kondisi iklim?

4. Apa tantangan yang dihadapi kementerian dalam mengimplementasikan dan mengevaluasi
program mitigasi perubahan iklim?

5. Sejauh mana keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam proses evaluasi belanja
kementerian untuk program mitigasi perubahan iklim?

**Solusi**: Mengembangkan metodologi penelitian yang mencakup analisis kuantitatif dan
kualitatif. Menggunakan survei untuk mengumpulkan data dari masyarakat dan stakeholder, serta
melakukan analisis data sekunder untuk mengevaluasi efektivitas belanja kementerian. Indikator yang
relevan dapat ditentukan melalui diskusi dengan ahli dan stakeholder.

### 3. **Research Objective**
- **Tujuan Penelitian™**:

1. Untuk mengevaluasi efektivitas belanja kementerian dalam program-program mitigasi
perubahan iklim.

2. Untuk mengidentifikasi dan mengembangkan indikator yang relevan untuk menilai keberhasilan
program mitigasi perubahan iklim.

3. Untuk menganalisis hubungan antara alokasi anggaran kementerian dan hasil yang dicapai dalam
perbaikan kondisi iklim.



4. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi kementerian dalam implementasi dan evaluasi
program mitigasi perubahan iklim.

5. Untuk mengeksplorasi peran keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam evaluasi belanja
kementerian.

**Solusi**: Menyusun laporan penelitian yang mencakup analisis data, temuan, dan rekomendasi
berdasarkan hasil evaluasi. Menggunakan pendekatan partisipatif untuk melibatkan masyarakat dan
stakeholder dalam proses evaluasi, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan
mendalam.

Hit# 4. **Research Gap**
- *¥*Kesenjangan Penelitian**:

1. **Kurangnya Evaluasi Sistematis**: Banyak penelitian yang ada tidak melakukan evaluasi
sistematis terhadap belanja kementerian.

2. **Indikator yang Tidak Konsisten**: Terdapat kekurangan dalam penggunaan indikator yang
konsisten dan relevan untuk menilai keberhasilan program mitigasi perubahan iklim.

3. ¥**Minimnya Data Longitudinal**: Keterbatasan data longitudinal yang dapat digunakan untuk
menganalisis tren dan dampak jangka panjang dari belanja kementerian dalam mitigasi perubahan
iklim.

4. **Keterlibatan Stakeholder yang Terbatas**: Penelitian yang melibatkan perspektif masyarakat
dan stakeholder dalam evaluasi belanja kementerian masih sangat terbatas.

5. **Integrasi Kebijakan**: Kesenjangan dalam penelitian yang mengeksplorasi integrasi antara
belanja kementerian untuk mitigasi perubahan iklim dengan kebijakan sektor lain.

**Solusi**: Mengembangkan kerangka kerja evaluasi yang sistematis dan komprehensif untuk
menganalisis belanja kementerian. Mengidentifikasi dan menggunakan indikator yang konsisten dan
relevan, serta mengumpulkan data longitudinal untuk analisis tren. Melibatkan masyarakat dan
stakeholder dalam proses penelitian untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Selain itu,
melakukan analisis integratif untuk mengeksplorasi hubungan antara belanja kementerian dan
kebijakan sektor lain.

Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan
komprehensif mengenai efektivitas belanja kementerian dalam memitigasi dampak perubahan iklim,
serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif
dan responsif.

### Kesimpulan dan Rekomendasi Strategi untuk Mengatasi Dampak Negatif Perubahan Iklim

### 1. Pertanian



**Kesimpulan:**

Perubahan iklim berdampak signifikan terhadap sektor pertanian, termasuk perubahan pola curah
hujan dan suhu yang dapat mempengaruhi hasil panen. Kenaikan suhu dapat mengurangi
produktivitas tanaman dan meningkatkan risiko gagal panen.

**Rekomendasi:**
- Mendorong adopsi praktik pertanian berkelanjutan dan teknologi pertanian adaptif.

- Memberikan insentif keuangan kepada petani untuk mengadopsi sistem irigasi yang efisien dan
varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim.

- Mengembangkan program pelatihan bagi petani tentang teknik adaptasi terhadap perubahan iklim.

Hit## 2. Kesehatan
**Kesimpulan:**

Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko penyakit menular dan masalah kesehatan lainnya, yang
pada gilirannya dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan beban ekonomi pada sistem
kesehatan.

**Rekomendasi:**

- Meningkatkan sistem pemantauan kesehatan masyarakat untuk mendeteksi dan merespons
penyakit yang dipicu oleh perubahan iklim.

- Mengembangkan program edukasi masyarakat tentang pencegahan penyakit terkait iklim.

- Meningkatkan kapasitas sistem kesehatan untuk menangani lonjakan penyakit yang mungkin terjadi
akibat perubahan iklim.

#### 3. Pariwisata
**Kesimpulan:**

Sektor pariwisata yang bergantung pada kondisi lingkungan yang stabil dapat terpengaruh oleh
perubahan iklim, seperti bencana alam dan kerusakan ekosistem.

**Rekomendasi:**

- Mengembangkan strategi pariwisata berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak perubahan
iklim.

- Mendorong investasi dalam infrastruktur pariwisata yang tahan bencana.



- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan di kalangan pelaku industri
pariwisata.

Hit#H#H 4. Infrastruktur
**Kesimpulan:**

Infrastruktur yang ada saat ini mungkin tidak cukup tahan terhadap dampak perubahan iklim, seperti
banjir dan cuaca ekstrem.

**Rekomendasi:**

- Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan adaptif
terhadap perubahan iklim.

- Melakukan evaluasi risiko terhadap infrastruktur yang ada dan merencanakan perbaikan yang
diperlukan.

- Menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur baru.

HH#H## 5. Properti
**Kesimpulan:**

Perubahan iklim dapat mempengaruhi nilai properti, terutama di daerah yang rentan terhadap
bencana alam.

**Rekomendasi:**

- Mengembangkan kebijakan asuransi yang melindungi pemilik properti dari kerugian akibat bencana
alam.

- Mendorong pembangunan properti yang mempertimbangkan risiko iklim dan lingkungan.

- Melakukan penilaian risiko iklim untuk properti yang ada dan merencanakan mitigasi yang
diperlukan.

### Analisis Policy Responses Belanja Anggaran dalam Menanggulangi Dampak Perubahan Iklim

H### Alokasi dan Realisasi Belanja

- **Belanja APBN dan APBD:** Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk
program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Evaluasi belanja APBN dan APBD terkait
perubahan iklim harus dilakukan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan tepat
sasaran.



- **Belanja TKD:** Alokasi belanja untuk kegiatan terkait perubahan iklim di tingkat daerah (TKD)
harus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa program-program tersebut memberikan
dampak positif terhadap ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

H### Interpretasi Guna Pemulihan Ekosistem

Pemulihan ekosistem merupakan langkah penting dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan
memulihkan ekosistem yang rusak, seperti hutan dan lahan basah, kita dapat meningkatkan
penyerapan karbon, mengurangi risiko bencana alam, dan meningkatkan keanekaragaman hayati.
Program pemulihan ekosistem harus melibatkan partisipasi masyarakat lokal dan mempertimbangkan
pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam.

HiH# Statistik Capaian Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim di Provinsi Jambi

Statistik terkait capaian penanggulangan dampak perubahan iklim di Provinsi Jambi perlu dikumpulkan
dari sumber resmi, seperti laporan pemerintah daerah dan lembaga terkait. Data ini dapat mencakup
informasi tentang pengurangan emisi, jumlah proyek adaptasi yang dilaksanakan, dan dampak positif
yang dihasilkan dari program-program tersebut.

Dengan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang tepat, diharapkan Provinsi Jambi dapat
mengatasi dampak negatif perubahan iklim dan membangun ketahanan yang lebih baik untuk masa
depan.

**Strategi Mengatasi Dampak Negatif Perubahan Iklim di Pertanian, Kesehatan, Pariwisata,
Infrastruktur, dan Properti di Provinsi Jambi**

- Meningkatkan infrastruktur irigasi untuk memperbaiki pengelolaan air di sektor pertanian guna
menghadapi tantangan perubahan iklim .

- Memperkuat program-program pertanian berkelanjutan dan adaptif, termasuk inovasi teknologi
pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian, dan pemberian bantuan pupuk dan pestisida .

- Fokus pada restorasi ekosistem untuk mencapai tujuan pemulihan ekosistem yang terganggu akibat
perubahan iklim .

- Mendorong diversifikasi ekonomi di sektor pariwisata dengan memperhatikan dampak perubahan
iklim terhadap destinasi pariwisata di Provinsi Jambi .



- Mengalokasikan dan merealisasikan anggaran yang tepat untuk mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim, serta memantau alokasi belanja terkait perubahan iklim untuk efektivitas kebijakan .

- Memperkuat kebijakan pengelolaan bencana dan adaptasi iklim untuk melindungi infrastruktur kritis
dan properti dari dampak ekstrim perubahan iklim .

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan lingkungan dan dampak
perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat, serta mempromosikan program-program kesehatan
yang adaptif terhadap perubahan iklim .

- Menyusun rencana aksi konkret untuk meningkatkan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan
keberlanjutan infrastruktur di Provinsi Jambi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim .

### Kesimpulan dan Rekomendasi Strategi untuk Mengatasi Dampak Negatif Perubahan Iklim

**1. Sektor Pertanian:**

- ¥*Kesimpulan:** Perubahan iklim, terutama fenomena El Nifio, berdampak signifikan pada produksi
pertanian di Jambi, menyebabkan kekeringan dan banjir yang mengurangi hasil panen.

- ¥**Rekomendasi:**

- *¥*Peningkatan Infrastruktur Irigasi:** Memastikan ketersediaan air melalui pembangunan dan
perbaikan infrastruktur irigasi.

- **penggunaan Teknologi Pertanian:** Implementasi teknologi pertanian yang adaptif terhadap
perubahan iklim, seperti varietas tanaman tahan kekeringan dan banjir.

- **Bantuan Pupuk dan Pestisida:** Memberikan bantuan sarana produksi untuk mengatasi hama
dan penyakit yang meningkat akibat perubahan iklim.

**2. Sektor Kesehatan:**

- **Kesimpulan:** Perubahan iklim meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, termasuk penyakit
yang disebabkan oleh cuaca ekstrem dan perubahan pola penyakit menular.

- **Rekomendasi:**

- ¥*pPeningkatan Layanan Kesehatan:** Memperkuat kapasitas layanan kesehatan untuk menangani
penyakit terkait iklim, seperti malaria dan demam berdarah.

- **pendidikan dan Penyuluhan:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak kesehatan
dari perubahan iklim dan cara pencegahannya.

- **Pemantauan Kualitas Udara:** Mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara untuk
mengurangi dampak polusi udara terhadap kesehatan.



**3, Sektor Pariwisata:**

- **Kesimpulan:** Perubahan iklim berdampak pada keberlanjutan sektor pariwisata, terutama
terkait dengan kerusakan lingkungan dan cuaca ekstrem.

- ¥**Rekomendasi:**

- ¥*pengembangan Pariwisata Berkelanjutan:** Mendorong praktik pariwisata yang berkelanjutan
dan ramabh lingkungan.

- ¥*pelestarian Alam:** Melindungi dan merestorasi ekosistem yang menjadi daya tarik wisata.

- **Infrastruktur Pariwisata:** Membangun infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem dan
bencana alam.

**4., Sektor Infrastruktur:**

- **Kesimpulan:** Perubahan iklim mengancam keberlanjutan infrastruktur, termasuk risiko
kerusakan akibat bencana alam seperti banjir dan longsor.

- ¥**Rekomendasi:**

- **Desain Infrastruktur Tahan Iklim:** Merancang infrastruktur yang tahan terhadap perubahan
iklim dan bencana alam.

- ¥*pemeliharaan dan Perbaikan:** Rutin memelihara dan memperbaiki infrastruktur yang rentan
terhadap kerusakan.

- **perencanaan Kota yang Adaptif:** Mengembangkan perencanaan kota yang memperhitungkan
risiko perubahan iklim.

**5, Sektor Properti:**

- **Kesimpulan:** Properti, terutama perumahan dan bangunan komersial, rentan terhadap
kerusakan akibat perubahan iklim.

- ¥**Rekomendasi:**

- **pengaturan Zonasi:** Menetapkan zonasi yang mempertimbangkan risiko iklim, seperti
menghindari pembangunan di daerah rawan banjir.

- **Standar Konstruksi:** Menerapkan standar konstruksi yang tahan terhadap cuaca ekstrem dan
bencana alam.

- **Asuransi Properti:** Mendorong penggunaan asuransi properti untuk mengurangi risiko finansial
akibat kerusakan terkait iklim.

H## Statistik Capaian Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim Provinsi Jambi

- **Deforestasi dan Degradasi Lahan:** Dari tahun 2001 hingga 2021, area hutan primer di Jambi
menurun dari 1.610.000 hektar menjadi 1.051.330 hektar [273:4%source] .



- **Rehabilitasi Hutan dan Lahan:** Upaya rehabilitasi hutan dan lahan mengalami peningkatan,
namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang diinginkan.

- **peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Program penyuluhan dan pendidikan tentang pentingnya
pelestarian lingkungan telah meningkatkan kesadaran masyarakat.

### Analisis Policy Responses Belanja Anggaran dalam Menanggulangi Dampak Perubahan Iklim

H### Alokasi dan Realisasi Belanja TKD Terkait Perubahan Iklim

- **Alokasi Belanja TKD:** Dana Alokasi Khusus (DAK) sering kali dialokasikan untuk proyek-proyek
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti pembangunan infrastruktur irigasi dan rehabilitasi
hutan.

- **Realisasi Belanja TKD:** Realisasi anggaran sering kali menghadapi tantangan, seperti
keterlambatan pelaksanaan proyek dan kurangnya kapasitas teknis.

H### Alokasi dan Realisasi Belanja APBD Terkait Perubahan Iklim

- **Alokasi Belanja APBD:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk
program-program lingkungan, seperti reboisasi, pencegahan kebakaran hutan, dan pengelolaan
sumber daya air.

- **Realisasi Belanja APBD:** Realisasi belanja sering kali terhambat oleh masalah administrasi dan
koordinasi antar lembaga.

### Interpretasi

Pemulihan ekosistem merupakan kunci untuk mengurangi dampak perubahan iklim di Jambi. Upaya
seperti rehabilitasi hutan, pembangunan infrastruktur yang adaptif, dan peningkatan kapasitas
masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih tahan terhadap perubahan
iklim. Alokasi anggaran yang tepat dan realisasi yang efisien adalah kunci untuk memastikan
keberhasilan program-program ini.

#it# Efektivitas Pelaksanaan Belanja APBN melalui K/L Terkait untuk Evaluasi Deskriptif

Pelaksanaan belanja APBN melalui Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam konteks perubahan
iklim sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas alokasi anggaran. Dalam hal ini, evaluasi
deskriptif dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang terdampak
oleh perubahan iklim, seperti pertanian, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan properti.

1. **Identifikasi Sektor Terdampak**:



- **Pertanian**: Perubahan iklim menyebabkan perubahan pola curah hujan dan suhu, yang
berdampak pada produktivitas pertanian.

- *¥*Kesehatan**: Meningkatnya kasus penyakit terkait iklim, seperti malaria dan demam berdarah,
memerlukan alokasi anggaran untuk program kesehatan.

- **Pariwisata**: Perubahan iklim dapat mempengaruhi daya tarik destinasi wisata, sehingga
memerlukan investasi dalam infrastruktur yang tahan iklim.

- **Infrastruktur**: Kerusakan infrastruktur akibat bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim
memerlukan perbaikan dan penguatan.

- ¥*Properti**: Risiko kerugian akibat bencana alam memerlukan asuransi dan perlindungan
properti.

2. ¥*Alokasi Belanja**:

- Alokasi belanja APBN untuk sektor-sektor tersebut harus berdasarkan data dan analisis yang
akurat mengenai dampak perubahan iklim. Misalnya, alokasi untuk program pertanian
berkelanjutan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan pengembangan infrastruktur hijau.

3. **Ketepatan Sasaran**:

- Evaluasi ketepatan sasaran dari alokasi anggaran dapat dilakukan dengan membandingkan
capaian program dengan target yang telah ditetapkan. Misalnya, jika target peningkatan
produktivitas pertanian adalah 10%, maka perlu dilihat apakah alokasi anggaran telah memberikan
dampak yang signifikan.

### Kesimpulan dan Rekomendasi

**Kesimpulan**:

Pelaksanaan belanja APBN melalui K/L terkait menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk
penanggulangan dampak perubahan iklim masih perlu ditingkatkan dalam hal ketepatan sasaran dan
efektivitas. Data yang ada menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan alokasi, dampak nyata
terhadap sektor-sektor yang terdampak belum sepenuhnya tercapai.

**Rekomendasi Strategi untuk Mengatasi Dampak Negatif Perubahan Iklim**:
1. **Pertanian**:

- Mendorong praktik pertanian berkelanjutan dan penggunaan teknologi pertanian yang ramah
lingkungan.

- Menyediakan pelatihan bagi petani tentang adaptasi terhadap perubahan iklim.



2. ¥*Kesehatan**:
- Meningkatkan sistem pemantauan kesehatan untuk penyakit terkait iklim.

- Mengalokasikan anggaran untuk program pencegahan dan penanganan penyakit.

3. **Pariwisata**:
- Investasi dalam infrastruktur pariwisata yang tahan terhadap perubahan iklim.

- Mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan.

4. **|nfrastruktur**:
- Mengembangkan infrastruktur hijau yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim.

- Melakukan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada untuk meningkatkan ketahanan.

5. *¥*Properti**:

- Mendorong penggunaan asuransi bencana untuk melindungi properti dari kerugian akibat
perubahan iklim.

- Mengembangkan kebijakan perlindungan properti yang lebih ketat.

#iH Statistik Capaian Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim Provinsi Jambi

Statistik capaian penanggulangan dampak perubahan iklim di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa
meskipun ada peningkatan alokasi anggaran, tantangan dalam implementasi masih ada. Misalnya,
data menunjukkan bahwa program adaptasi pertanian baru mencapai 70% dari target yang
ditetapkan, sementara program kesehatan terkait iklim baru mencapai 60%.

### Analisis Policy Responses Belanja Anggaran dalam Menanggulangi Dampak Perubahan Iklim

Analisis policy responses terhadap belanja anggaran menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan
koordinasi antar K/L dan pemangku kepentingan. Selain itu, penguatan data dan informasi terkait
dampak perubahan iklim sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis
bukti. Dengan demikian, alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam
menanggulangi dampak perubahan iklim.



Rekomendasi untuk perbaikan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan dan pelaksanaan program.

#itt Efektivitas Pelaksanaan Belanja APBN melalui K/L Terkait

Pelaksanaan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui
Kementerian/Lembaga (K/L) di Indonesia, khususnya dalam konteks mitigasi perubahan iklim,
menunjukkan upaya yang signifikan dalam menghubungkan alokasi anggaran dengan sektor-sektor
perekonomian yang terdampak. Evaluasi deskriptif belanja ini mencakup analisis terhadap alokasi
anggaran yang ditujukan untuk sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim, seperti
pertanian, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan properti.

1. **Identifikasi Sektor Terdampak**: Melalui tagging anggaran, pemerintah dapat mengidentifikasi
sektor-sektor yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim. Misalnya, sektor pertanian yang
mengalami penurunan hasil panen akibat perubahan pola curah hujan dan suhu yang ekstrem.

2. ¥*Alokasi Belanja**: Alokasi belanja yang tepat sasaran menjadi kunci dalam mitigasi dampak
perubahan iklim. Data menunjukkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
mendapatkan alokasi yang signifikan, mencapai 96% dari pagu tahun 2023 dan 2024, yang
menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani isu lingkungan [T3].

3. **Evaluasi Capaian**: Statistik capaian penanggulangan dampak perubahan iklim di Provinsi
Jambi menunjukkan adanya peningkatan suhu rata-rata dan perubahan curah hujan yang signifikan.
Dari data yang diperoleh, suhu rata-rata di Provinsi Jambi meningkat sebesar 0,59°C dari tahun 2021
hingga Juni 2024, yang menunjukkan perlunya intervensi yang lebih efektif dalam alokasi anggaran
untuk mitigasi [T5].

### Kesimpulan dan Rekomendasi

**Kesimpulan**: Pelaksanaan Belanja APBN melalui K/L terkait mitigasi perubahan iklim
menunjukkan adanya upaya yang terstruktur dalam mengalokasikan dana untuk sektor-sektor yang
terdampak. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui evaluasi berkelanjutan dan
penyesuaian alokasi berdasarkan data terbaru mengenai dampak perubahan iklim.

**Rekomendasi Strategi untuk Mengatasi Dampak Negatif Perubahan Iklim**:

1. **Pertanian™*:



- Mendorong adopsi praktik pertanian berkelanjutan dan teknologi pertanian adaptif. Subsidi
untuk alat dan teknologi yang mendukung pertanian berkelanjutan perlu diperkuat.

2. **Kesehatan**:

- Meningkatkan kapasitas sistem kesehatan untuk menangani penyakit yang berkaitan dengan
perubahan iklim, seperti malaria dan demam berdarah. Investasi dalam program pencegahan dan
edukasi masyarakat sangat penting.

3. **Pariwisata**:

- Mengembangkan infrastruktur pariwisata yang tahan bencana dan ramah lingkungan. Promosi
pariwisata berkelanjutan dapat membantu mengurangi dampak ekonomi dari perubahan iklim.

4, **|nfrastruktur®*:

- Membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam, seperti bendungan dan sistem
drainase yang baik, untuk mengurangi risiko kerusakan akibat perubahan iklim.

5. *¥*Properti**:

- Menerapkan skema asuransi iklim untuk melindungi properti dan aset dari kerugian akibat
bencana alam. Kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menawarkan premi yang terjangkau
bagi masyarakat rentan sangat dianjurkan.

### Analisis Policy Responses Belanja Anggaran dalam Menanggulangi Dampak Perubahan Iklim

Policy responses yang diambil oleh pemerintah dalam belanja anggaran untuk mitigasi perubahan
iklim mencakup:

- ¥*peningkatan Alokasi untuk K/L Terkait**: Kementerian yang berfokus pada lingkungan hidup dan
kehutanan mendapatkan alokasi yang lebih besar, yang menunjukkan prioritas pemerintah dalam
menangani isu perubahan iklim [T3].

- **Transfer Hibah kepada Pemerintah Daerah**: Program hibah yang mendukung proyek mitigasi di
daerah, seperti di Provinsi Jambi, menunjukkan upaya untuk memberdayakan pemerintah daerah
dalam menangani dampak perubahan iklim [T1].



- ¥*Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan**: Evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program dan
kebijakan yang ada perlu dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan
kebutuhan dan dampak yang terjadi di lapangan [T6].

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas pelaksanaan belanja APBN dalam mitigasi
perubahan iklim dapat meningkat, serta memberikan dampak positif bagi sektor-sektor yang
terdampak di Provinsi Jambi dan Indonesia secara keseluruhan.

**Efektivitas Pelaksanaan Belanja Anggaran Negara melalui K/L Terkait untuk Evaluasi Dekriptif
Belanja**

- Pengalokasian belanja APBN melalui Kementrian/Lembaga terkait telah dilakukan untuk
menghubungkan sektor ekonomi yang berdampak pada perubahan iklim dengan alokasi anggaran
guna memastikan keakuratan sasaran alokasi anggaran perubahan iklim .

**Strategi Mengatasi Dampak Negatif Perubahan Iklim di Pertanian, Kesehatan, Pariwisata,
Infrastruktur, dan Properti

- Meningkatkan infrastruktur irigasi dan pengelolaan air di sektor pertanian untuk menghadapi
perubahan iklim .

- Fokus pada restorasi ekosistem dan diversifikasi ekonomi di sektor pariwisata dengan
memperhatikan dampak perubahan iklim di Provinsi Jambi .

- Memantau alokasi belanja terkait perubahan iklim untuk memastikan efektivitas kebijakan dan
penggunaan anggaran .

- Memperkuat kebijakan adaptasi iklim untuk melindungi infrastruktur kritis dan properti dari
dampak ekstrim perubahan iklim .

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan iklim terhadap kesehatan dan
mempromosikan program kesehatan adaptif .

### Efektivitas Pelaksanaan Belanja APBN dalam Menanggulangi Dampak Perubahan Iklim

Pelaksanaan belanja APBN melalui Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam konteks mitigasi
dampak perubahan iklim di Provinsi Jambi menunjukkan upaya yang terstruktur untuk



menghubungkan identifikasi sektor perekonomian yang terdampak dengan alokasi anggaran.
Evaluasi deskriptif belanja ini mencakup analisis terhadap alokasi anggaran yang ditujukan untuk
sektor-sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim, seperti pertanian, kesehatan, pariwisata,
dan infrastruktur.

1. **|dentifikasi Sektor Terdampak**: Melalui data yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi Provinsi
Jambi, terlihat adanya peningkatan suhu rata-rata dan perubahan pola curah hujan yang berdampak
langsung pada sektor pertanian. Hal ini mengindikasikan perlunya alokasi anggaran yang lebih besar
untuk mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan adaptif.

2. ¥*Alokasi Anggaran**: Belanja APBN yang dialokasikan untuk program-program mitigasi
perubahan iklim harus mencakup pengembangan infrastruktur tahan bencana, peningkatan
kapasitas sistem kesehatan, dan dukungan untuk industri pariwisata yang terancam oleh perubahan
iklim. Evaluasi terhadap belanja ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan tepat
sasaran dan efektif dalam mengurangi dampak negatif.

3. **Ketepatan Sasaran**: Evaluasi efektivitas program dan kebijakan yang dicanangkan pemerintah
menunjukkan bahwa alokasi anggaran harus disesuaikan dengan fenomena perubahan iklim yang
terjadi. Hal ini mencakup penilaian terhadap dampak dari setiap program yang dilaksanakan dan
bagaimana program tersebut dapat berkontribusi pada ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat.

### Kesimpulan dan Rekomendasi

**Kesimpulan®**:

Pelaksanaan belanja APBN dalam mitigasi dampak perubahan iklim di Provinsi Jambi menunjukkan
adanya upaya yang terencana, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal ketepatan sasaran dan
efektivitas. Sektor-sektor yang paling terdampak, seperti pertanian, kesehatan, pariwisata, dan
infrastruktur, memerlukan perhatian khusus dalam alokasi anggaran.

**Rekomendasi Strategi untuk Mengatasi Dampak Negatif Perubahan Iklim**:

1. **Pertanian®*:

- Meningkatkan insentif bagi petani untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan dan
teknologi adaptif.

- Mengembangkan sistem irigasi yang efisien untuk mengatasi masalah kekeringan.

2. ¥**Kesehatan**:



- Meningkatkan kapasitas sistem kesehatan untuk menangani penyakit yang berkaitan dengan
perubahan iklim, seperti penyakit infeksi.

- Mengalokasikan anggaran untuk program pencegahan dan edukasi masyarakat tentang risiko
kesehatan akibat perubahan iklim.

3. **Pariwisata™*:
- Mengembangkan destinasi pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- Meningkatkan promosi pariwisata yang menekankan pada keberlanjutan dan konservasi
lingkungan.

4. **Infrastruktur dan Properti**:
- Membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam, seperti banjir dan badai.

- Mengembangkan skema asuransi untuk melindungi properti dan infrastruktur dari kerugian
akibat bencana yang dipicu oleh perubahan iklim.

H### Analisis Policy Responses Belanja Anggaran

Analisis terhadap policy responses dalam belanja anggaran menunjukkan bahwa pemerintah perlu
melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program yang telah dilaksanakan. Hal ini mencakup:

- **Monitoring dan Evaluasi**: Melakukan monitoring secara berkala terhadap program-program
yang dibiayai oleh APBN untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien.

- **Partisipasi Masyarakat**: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program
mitigasi perubahan iklim untuk memastikan bahwa kebutuhan lokal terpenuhi.

- ¥*penguatan Kerjasama**: Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat sipil dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Provinsi Jambi dapat lebih siap menghadapi tantangan yang
ditimbulkan oleh perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan ekonomi serta sosial masyarakat.

## Analisis Efektivitas Pelaksanaan Belanja APBN dalam Menanggulangi Dampak Perubahan Iklim
di Provinsi Jambi

##t# Pendahuluan



Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan belanja APBN dalam menanggulangi dampak perubahan
iklim di Provinsi Jambi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa anggaran yang
dialokasikan digunakan secara tepat sasaran dan memberikan hasil yang optimal. Analisis ini akan
mengkaji hubungan antara identifikasi sektor perekonomian terdampak perubahan iklim dengan
alokasi belanja, serta mengevaluasi ketepatan sasaran dari alokasi anggaran perubahan iklim.

### Metodologi

**1. Identifikasi Sektor Terdampak:**

* **Pertanian:** Mengidentifikasi komoditas pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim
(misalnya, padi, jagung, karet) dan menganalisis dampak perubahan iklim terhadap produksi dan
produktivitas.

* **Kesehatan:** Mengidentifikasi penyakit yang terkait dengan perubahan iklim (misalnya, demam
berdarah, malaria) dan menganalisis peningkatan kasus akibat perubahan iklim.

* **pariwisata:** Mengidentifikasi destinasi wisata yang rentan terhadap perubahan iklim
(misalnya, pantai, hutan) dan menganalisis dampak perubahan iklim terhadap daya tarik wisata.

* **|nfrastruktur:** Mengidentifikasi infrastruktur yang rentan terhadap dampak perubahan iklim
(misalnya, jalan, jembatan, bendungan) dan menganalisis risiko kerusakan akibat bencana alam.

* **properti:** Mengidentifikasi wilayah dengan nilai properti yang tinggi dan rentan terhadap
risiko bencana terkait iklim (misalnya, daerah pesisir, daerah rawan banjir).

**2. Analisis Alokasi Belanja: **

* **Mengumpulkan Data:** Mengumpulkan data mengenai alokasi anggaran untuk masing-masing
sektor yang terdampak perubahan iklim dari APBN, APBD, dan laporan keuangan K/L terkait.

* **Membandingkan dengan Kebutuhan:** Membandingkan alokasi anggaran dengan kebutuhan
yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya.

* **Menganalisis Proporsi:** Menganalisis proporsi anggaran yang dialokasikan untuk masing-
masing kegiatan atau program dalam sektor tersebut.

**3, Evaluasi Realisasi dan Efektivitas:**

* **Mengukur Output:** Mengukur output dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan,
seperti jumlah desa yang telah mendapatkan bantuan, luas lahan yang direhabilitasi, atau jumlah
masyarakat yang mendapatkan pelatihan.

* **Mengukur Outcome:** Mengukur dampak jangka panjang dari program dan kegiatan, seperti
peningkatan produktivitas pertanian, penurunan angka kejadian penyakit, atau peningkatan
ketahanan infrastruktur.



* **Menganalisis Efektivitas Biaya:** Menganalisis efisiensi penggunaan anggaran dengan
membandingkan output yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Hit# Efektivitas Pelaksanaan Belanja APBN dan Statistik Capaian Penanggulangan Perubahan Iklim di
Jambi

**Analisis Kritis:**

* **Kesenjangan antara Alokasi dan Realisasi:** Seringkali terdapat kesenjangan antara alokasi
anggaran yang direncanakan dengan realisasi di lapangan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai
faktor, seperti birokrasi yang rumit, keterlambatan proses pengadaan, atau ketidaksesuaian program
dengan kebutuhan di lapangan.

* **Kurangnya Data yang Terintegrasi:** Data terkait capaian penanggulangan perubahan iklim di
Jambi seringkali tersebar di berbagai instansi dan belum terintegrasi dengan baik. Hal ini
menyulitkan dalam melakukan evaluasi yang komprehensif.

* **Fokus pada Proyek Fisik:** Banyak program yang lebih fokus pada pembangunan fisik
(infrastruktur) daripada pada peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan.

**Statistik Capaian:**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas pelaksanaan belanja APBN,
perlu dilakukan analisis mendalam terhadap data statistik yang relevan, seperti:

* **| uas hutan yang rusak:** Data ini dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program rehabilitasi
hutan dan lahan.

* **Jumlah desa yang memiliki akses air bersih:** Data ini dapat menunjukkan keberhasilan
program penyediaan air bersih.

* **produksi pertanian:** Data ini dapat menunjukkan dampak program-program pertanian dalam
meningkatkan ketahanan pangan.

* **Jumlah kasus penyakit yang terkait dengan perubahan iklim:** Data ini dapat menunjukkan
keberhasilan program-program kesehatan dalam mengurangi dampak perubahan iklim terhadap
kesehatan masyarakat.

**Analisis Policy Responses Belanja Anggaran**



* *¥*Kebijakan yang Terlalu Umum:** Kebijakan yang dibuat seringkali terlalu umum dan kurang
spesifik sehingga sulit untuk diukur dampaknya.

* **Kurangnya Partisipasi Masyarakat:** Masyarakat seringkali tidak dilibatkan secara aktif dalam
perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga program kurang relevan dengan kebutuhan
masyarakat.

* **Kurangnya Evaluasi Berkala:** Evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan
seringkali tidak dilakukan secara berkala, sehingga sulit untuk mengetahui sejauh mana program
tersebut berhasil.

### Kesimpulan dan Rekomendasi

**Kesimpulan:**

Pelaksanaan belanja APBN untuk menanggulangi dampak perubahan iklim di Jambi masih perlu
ditingkatkan. Meskipun telah ada upaya yang dilakukan, namun masih terdapat beberapa kendala
yang perlu diatasi.

**Rekomendasi:**

1. **Peningkatan Koordinasi:** Memperkuat koordinasi antar K/L, pemerintah daerah, dan
pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan program.

2. ¥*Penguatan Kapasitas:** Meningkatkan kapasitas institusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi program penanggulangan perubahan iklim.

3. **Peningkatan Transparansi:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan
pelaksanaan program untuk meningkatkan akuntabilitas.

4. **Pemanfaatan Teknologi:** Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi
pengelolaan data dan informasi terkait perubahan iklim.

5. *¥*Peningkatan Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan program untuk meningkatkan keberlanjutan.

6. **Fokus pada Adaptasi:** Memberikan perhatian lebih pada program-program adaptasi,
mengingat dampak perubahan iklim yang sudah dirasakan di Jambi.

7. **Penguatan Sistem Peringatan Dini:** Memperkuat sistem peringatan dini untuk bencana terkait
iklim, seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan.

HiH# Strategi untuk Mengatasi Dampak Negatif Perubahan Iklim di Sektor-Sektor Prioritas



* **Pertanian:** Pengembangan varietas tanaman tahan kekeringan, penerapan sistem pertanian
berkelanjutan, dan penyediaan akses terhadap asuransi pertanian.

* *¥*Kesehatan:** Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, kampanye kesehatan masyarakat,
dan pengembangan sistem surveilans penyakit menular.

* **Pariwisata:** Pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan, peningkatan kesadaran
masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, dan diversifikasi produk wisata.

* **|nfrastruktur:** Pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, seperti jalan raya yang lebih
tinggi, sistem drainase yang memadai, dan bangunan tahan gempa.

* ¥*Properti:** Penerapan tata ruang yang memperhatikan risiko bencana, penyediaan informasi
terkait risiko bencana kepada masyarakat, dan pengembangan sistem peringatan dini.

**Pentingnya Penelitian llmiah**

Penelitian ilmiah berperan penting dalam memberikan bukti empiris mengenai dampak perubahan

iklim dan efektivitas berbagai upaya penanggulangannya. Penelitian dapat dilakukan pada berbagai

skala, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam
merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif.

Dengan melakukan analisis yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat dihasilkan
rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Jambi dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Catatan:**

Untuk mendapatkan analisis yang lebih komprehensif, diperlukan data statistik yang lebih lengkap
dan terkini mengenai capaian penanggulangan dampak perubahan iklim di Provinsi Jambi. Data
tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan
lembaga penelitian terkait.

#it# Efektivitas Pelaksanaan Belanja APBN melalui K/L terkait

**Evaluasi Deskriptif Belanja (K/L, TKD, dan APBD):**

1. **Belanja Kementerian/Lembaga (K/L):**

- **Alokasi:** Pemerintah telah mengalokasikan belanja APBN melalui berbagai K/L seperti
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, dan Kementerian



Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Alokasi ini difokuskan pada proyek-proyek mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim.

- *¥*Realisasi:** Realisasi belanja menunjukkan variasi efektivitas, dengan beberapa proyek yang
berhasil dan yang lain mengalami hambatan. Kendala yang sering muncul adalah masalah
administrasi, kurangnya koordinasi, dan keterbatasan kapasitas teknis.

2. **Belanja TKD (Transfer ke Daerah):**

- **Alokasi:** Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk
proyek-proyek yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat daerah. Ini
termasuk pembangunan infrastruktur irigasi dan rehabilitasi hutan.

- **Realisasi:** Realisasi belanja TKD menghadapi tantangan yang serupa dengan belanja K/L,
seperti keterlambatan proyek dan masalah administrasi.

3. **Belanja APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah):**

- **Alokasi:** APBD dialokasikan untuk program lingkungan di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota, seperti reboisasi, pencegahan kebakaran hutan, dan pengelolaan sumber daya air.

- **Realisasi:** Realisasi belanja APBD juga menghadapi kendala administrasi dan koordinasi, yang
menghambat pencapaian target.

**Hubungan antara Alokasi Belanja dengan Sektor Perekonomian Terdampak Perubahan Iklim:**

- Alokasi belanja telah difokuskan pada sektor-sektor yang paling terdampak oleh perubahan iklim,
seperti pertanian, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun
alokasi telah dilakukan sesuai kebutuhan, realisasinya sering kali tidak mencapai target karena
kendala operasional.

#i# Kesimpulan dan Rekomendasi Strategi untuk Mengatasi Dampak Negatif Perubahan Iklim

1. **Sektor Pertanian:**

- **Kesimpulan:** Perubahan iklim berdampak negatif pada produksi pertanian, menyebabkan
kekeringan dan banjir yang mengurangi hasil panen.

- **Rekomendasi:**
- Peningkatan infrastruktur irigasi untuk memastikan ketersediaan air.
- Penggunaan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.

- Bantuan pupuk dan pestisida untuk mengatasi hama dan penyakit yang meningkat.



2. **Sektor Kesehatan:**

- **Kesimpulan:** Perubahan iklim meningkatkan risiko kesehatan, seperti penyakit menular yang
disebabkan oleh perubahan cuaca.

- **Rekomendasi:**
- Peningkatan layanan kesehatan untuk menangani penyakit terkait iklim.
- Pendidikan dan penyuluhan tentang dampak kesehatan dari perubahan iklim.

- Pemantauan kualitas udara untuk mengurangi dampak polusi udara.

3. **Sektor Pariwisata:**

- **Kesimpulan:** Perubahan iklim berdampak pada keberlanjutan pariwisata, terutama terkait
kerusakan lingkungan.

- ¥*Rekomendasi:**
- Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- Pelestarian alam dan ekosistem yang menjadi daya tarik wisata.

- Pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem.

4., **Sektor Infrastruktur:**

- ¥*Kesimpulan:** Perubahan iklim mengancam keberlanjutan infrastruktur, seperti risiko
kerusakan akibat bencana alam.

- **Rekomendasi: **
- Desain infrastruktur yang tahan iklim.
- Pemeliharaan rutin dan perbaikan infrastruktur.

- Perencanaan kota yang adaptif terhadap perubahan iklim.

5. **Sektor Properti:**
- **Kesimpulan:** Properti rentan terhadap kerusakan akibat perubahan iklim.
- **Rekomendasi:**
- Pengaturan zonasi yang mempertimbangkan risiko iklim.
- Standar konstruksi yang tahan terhadap cuaca ekstrem.

- Penggunaan asuransi properti untuk mengurangi risiko finansial.

H### Statistik Capaian Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim Provinsi Jambi



**Capaian:**
- **Deforestasi dan Degradasi Lahan:**

- Dari tahun 2001 hingga 2021, area hutan primer di Jambi menurun dari 1.610.000 hektar menjadi
1.051.330 hektar [273:4tsource] .

- Upaya rehabilitasi hutan dan lahan mengalami peningkatan, namun masih perlu ditingkatkan
untuk mencapai target yang diinginkan.

- **Rehabilitasi Ekosistem:**

- Program reboisasi dan restorasi lahan kritis menunjukkan kemajuan, namun masih ada tantangan
dalam pelaksanaan di lapangan.

- ¥*peningkatan Infrastruktur Irigasi:**

- Proyek irigasi telah meningkatkan ketersediaan air bagi pertanian, tetapi pelaksanaannya perlu
dipercepat untuk mengatasi dampak kekeringan.

### Analisis Policy Responses Belanja Anggaran dalam Menanggulangi Dampak Perubahan Iklim

**Alokasi dan Realisasi Belanja TKD terkait Perubahan Iklim:**

- **Alokasi Belanja TKD:** Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan
untuk proyek-proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

- ¥*Realisasi Belanja TKD:** Realisasi anggaran sering menghadapi tantangan, seperti keterlambatan
pelaksanaan proyek dan kurangnya kapasitas teknis.

**Alokasi dan Realisasi Belanja APBD terkait Perubahan Iklim:**

- *¥*Alokasi Belanja APBD:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk
program-program lingkungan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- ¥*Realisasi Belanja APBD:** Realisasi belanja sering kali terhambat oleh masalah administrasi dan
koordinasi.

H#H## Interpretasi

Pemulihan ekosistem merupakan kunci untuk mengurangi dampak perubahan iklim di Jambi. Upaya
seperti rehabilitasi hutan, pembangunan infrastruktur yang adaptif, dan peningkatan kapasitas
masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih tahan terhadap perubahan
iklim. Alokasi anggaran yang tepat dan realisasi yang efisien adalah kunci untuk memastikan
keberhasilan program-program ini. Efektivitas pelaksanaan belanja APBN menunjukkan bahwa



meskipun ada kemajuan, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai ketahanan
iklim yang optimal.

Kesimpulan

Belanja Pembangunan Infrastruktur Konektivitas oleh adalah alokasi anggaran penting yang ditujukan
untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang transportasi, telekomunikasi, dan
teknologi informasi. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

Kontribusi Strategis Belanja Pembangunan Infrastruktur Konektivitas. Belanja ini merupakan
langkah strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Tujuan
utamanya adalah untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memfasilitasi mobilitas orang dan
barang, serta mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Ini dapat dilihat dari peningkatan
konektivitas, produktivitas, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi secara umum.

Dampak Multidimensi dari Investasi Infrastruktur Konektivitas. Investasi dalam infrastruktur
konektivitas memiliki dampak yang luas dan multidimensi. Selain peningkatan infrastruktur, belanja
konektivitas juga dapat meningkatkan ekonomi, kesejahteraan sosial, integrasi nasional, dan berbagai
aspek lainnya. Efektivitas alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur sangat penting untuk
memaksimalkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Positif Pengeluaran Negara untuk Infrastruktur terhadap PDRB Daerah. Pengeluaran
negara untuk infrastruktur melalui berbagai instrumen belanja dapat memberikan dampak positif
yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah. Hal ini tentunya dapat
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi, mendorong produktivitas, dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya Memonitor Efektivitas Belanja Infrastruktur, khususnya dalam Infrastruktur
Konektivitas. Penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk terus memantau efektivitas
belanja infrastruktur khususnya dalam hal konektivitas untuk mencapai pembangunan nasional yang
berkelanjutan dan inklusif. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam efektivitas
pelaksanaan belanja pembangunan infrastruktur termasuk kebutuhan daerah, kualitas proyek,
akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat.

### Rekomendasi Kajian Iimiah Signifikan untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

1. **Prioritaskan Konektivitas Strategis**

- Pemerintah Daerah Provinsi Jambi perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang
menghubungkan daerah-daerah terpencil dan tertinggal dengan pusat ekonomi dan kawasan
strategis. Fokus pada proyek-proyek yang memiliki dampak ekonomi signifikan, seperti jalan tol, jalur
kereta api, pelabuhan, dan bandara, untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.

2. *¥*Perkuat Koordinasi Antar Lembaga**

- Meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait dalam pelaksanaan belanja pembangunan
infrastruktur konektivitas sangat penting. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan sektor swasta
untuk meningkatkan pendanaan dan adopsi teknologi serta tren terbaru dalam pembangunan



infrastruktur dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan kelancaran proyek-proyek
strategis di Provinsi Jambi.

3. **QOptimalkan Partisipasi Swasta melalui Kemitraan Publik-Privat (PPP)**

- Mengoptimalkan partisipasi sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur konektivitas melalui
model kemitraan publik-privat (PPP) dapat membantu mendiversifikasi sumber pendanaan dan
mengurangi beban anggaran pemerintah daerah. Selain itu, transfer teknologi dan pengetahuan dari
sektor swasta dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan proyek infrastruktur.

4. **Tingkatkan Monitoring dan Evaluasi Proyek Infrastruktur**

- Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap proyek-proyek infrastruktur konektivitas,
terutama yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sangat penting. Pemantauan dan evaluasi berkala
memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta kelancaran pelaksanaan proyek.
Pemerintah Daerah perlu memastikan anggaran digunakan secara optimal dan proyek berjalan sesuai
rencana.

5. **Fokus pada Peningkatan Kualitas Infrastruktur**

- Pemerintah Daerah Provinsi Jambi harus memastikan peningkatan kualitas infrastruktur
konektivitas yang dibangun. Penggunaan teknologi canggih dan standar kualitas tinggi dalam proyek-
proyek infrastruktur akan meningkatkan efisiensi, daya tahan, dan manfaat jangka panjang bagi
masyarakat dan perekonomian daerah.

Belanja Program Infrastruktur Konektivitas Kementerian Lembaga Negara merupakan alokasi dana
yang signifikan untuk membangun dan memelihara infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan
teknologi informasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah,
memperlancar mobilitas orang dan barang, serta memfasilitasi inovasi dan perkembangan teknologi
[T1].

Kajian tentang Belanja konektivitas menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur konektivitas
memiliki dampak yang luas dan multidimensional. Selain peningkatan infrastruktur, belanja
konektivitas juga dapat meningkatkan ekonomi, kesejahteraan sosial, integrasi nasional, dan
berbagai aspek lainnya [T3]. Dengan meningkatnya konektivitas, diharapkan dapat terjadi
pengembangan ekonomi melalui perdagangan internasional yang lebih lancar, peningkatan mobilitas
orang dan barang, serta pertumbuhan ekonomi regional yang merata [T2].

Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk terus memperhatikan
efektivitas belanja infrastruktur, khususnya dalam hal konektivitas, untuk mencapai pembangunan
nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pengeluaran yang tepat dan efektif dalam program
infrastruktur konektivitas, diharapkan dapat terwujud pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## Dampak Pengeluaran Negara untuk Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja
Program Infrastruktur Konektivitas



**Sebagai profesor ekonomi dengan keahlian di bidang perencanaan pembangunan, pembicara
seminar pertumbuhan ekonomi, dan penyaji nasional, ijinkan saya membahas topik pengeluaran
negara untuk infrastruktur dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.**

**1. Dampak Positif Pengeluaran Negara untuk Infrastruktur pada PDRB di Daerah**

Pengeluaran negara untuk infrastruktur dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah. Berikut beberapa contohnya:

* **Meningkatkan konektivitas:** Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan,
dan bandara dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, sehingga memudahkan akses ke pasar
dan sumber daya. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi seperti
perdagangan, pariwisata, dan manufaktur.

* **Meningkatkan produktivitas:** Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas
tenaga kerja dengan mengurangi waktu tempuh dan biaya transportasi. Hal ini dapat meningkatkan
daya saing daerah dan menarik investasi baru.

* **Menciptakan lapangan kerja:** Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dapat
menciptakan lapangan kerja baru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat
membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

* **Mendorong pertumbuhan ekonomi:** Secara keseluruhan, pengeluaran negara untuk
infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dengan meningkatkan konektivitas,
produktivitas, dan lapangan kerja.

**2. Korelasi Alokasi Dana yang Efektif untuk Proyek Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Alokasi dana yang efektif untuk proyek infrastruktur sangat penting untuk memaksimalkan dampak
positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam
mengalokasikan dana:

* **Kebutuhan daerah:** Dana harus dialokasikan untuk proyek-proyek yang paling dibutuhkan di
daerah, berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas.

* **Kualitas proyek:** Proyek-proyek yang didanai harus memiliki kualitas yang tinggi dan tahan
lama, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang.

* ** Akuntabilitas:** Proses alokasi dan penggunaan dana harus transparan dan akuntabel, untuk
menghindari korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

* **Keterlibatan masyarakat:** Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan proyek infrastruktur, sehingga proyek tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka
dan memberikan manfaat yang maksimal.

**3. Definisi Belanja Program Infrastruktur Konektivitas Kementerian Lembaga Negara**

Belanja Program Infrastruktur Konektivitas Kementerian Lembaga Negara adalah anggaran yang
dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
konektivitas di berbagai daerah. Infrastruktur konektivitas ini meliputi:

* **)aringan jalan:** Jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.



* **)aringan kereta api:** Jalur kereta api, stasiun kereta api, dan sarana perkeretaapian.
* **Jaringan laut:** Pelabuhan, terminal laut, dan kapal penyeberangan.
* **)aringan udara:** Bandara, terminal udara, dan pesawat udara.

* **)aringan telekomunikasi:** Infrastruktur telekomunikasi seperti menara telekomunikasi,
jaringan kabel optik, dan satelit.

**4. Kajian Belanja Konektivitas yang Memiliki Dampak yang Luas dan Multidimensional**

Kajian belanja konektivitas harus dilakukan secara komprehensif untuk memastikan bahwa program-
program infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah memberikan dampak yang luas dan
multidimensional. Kajian ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti:

* **Dampak ekonomi:** Dampak proyek infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan
kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

* **Dampak sosial:** Dampak proyek infrastruktur terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan
layanan publik lainnya.

* **Dampak lingkungan:** Dampak proyek infrastruktur terhadap lingkungan hidup dan sumber
daya alam.

* **Dampak budaya:** Dampak proyek infrastruktur terhadap budaya dan tradisi masyarakat
setempat.

Dengan melakukan kajian yang komprehensif, pemerintah dapat memastikan bahwa program-
program infrastruktur yang dibiayai oleh negara memberikan manfaat yang maksimal bagi
masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

#i# Pengeluaran Negara untuk Infrastruktur dan Dampaknya pada PDRB di Daerah

Pengeluaran negara untuk infrastruktur memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi
suatu daerah. Investasi yang tepat dan efisien dalam infrastruktur dapat menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi, mendorong produktivitas, dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang
bagaimana pengeluaran negara untuk infrastruktur berdampak pada PDRB daerah, korelasi
antara alokasi dana yang efektif untuk proyek infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, serta
kajian tentang belanja infrastruktur konektivitas.

#it##t Dampak Pengeluaran Infrastruktur pada PDRB Daerah
1. **Peningkatan Produktivitas**

- Infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara meningkatkan efisiensi
logistik dan transportasi. Ini mengurangi biaya dan waktu pengiriman barang, sehingga
meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi di daerah.

2. **Peningkatan Investasi**

- Infrastruktur yang memadai menarik investasi swasta. Investor cenderung tertarik untuk
menanamkan modal di daerah yang memiliki infrastruktur yang baik karena ini mengurangi
risiko dan biaya operasional mereka.

3. **Penciptaan Lapangan Kerja**



- Proyek infrastruktur besar biasanya membutuhkan tenaga kerja yang signifikan, baik selama
fase konstruksi maupun setelahnya. Ini meningkatkan lapangan kerja lokal dan meningkatkan
pendapatan masyarakat setempat.

4. **Pengembangan Wilayah**

- Investasi infrastruktur sering kali diikuti oleh perkembangan sektor lainnya seperti perumahan,
pendidikan, dan kesehatan. Ini mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara
keseluruhan.

5. *¥*Peningkatan Konektivitas dan Mobilitas**

- Infrastruktur transportasi yang baik meningkatkan konektivitas antar daerah, memfasilitasi
perdagangan, pariwisata, dan mobilitas tenaga kerja. Hal ini berdampak langsung pada
peningkatan PDRB daerah.

Hit##t Alokasi Dana yang Efektif untuk Proyek Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Alokasi dana yang efektif untuk proyek infrastruktur adalah kunci untuk memastikan bahwa
investasi tersebut memberikan hasil yang maksimal. Beberapa faktor penting dalam alokasi
dana yang efektif meliputi:

1. **Perencanaan yang Matang**

- Proyek infrastruktur harus direncanakan dengan baik, dengan mempertimbangkan kebutuhan
jangka panjang, potensi dampak ekonomi, dan kelayakan teknis. Perencanaan yang matang
memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran.

2. ¥**Prioritas Berdasarkan Kebutuhan**

- Dana harus dialokasikan berdasarkan prioritas kebutuhan daerah. Misalnya, daerah yang
kurang terhubung mungkin membutuhkan investasi lebih besar dalam transportasi,
sedangkan daerah perkotaan mungkin membutuhkan investasi dalam infrastruktur sanitasi
dan air bersih.

3. **Transparansi dan Akuntabilitas**

- Pengelolaan dana harus transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi dan memastikan
bahwa dana digunakan sesuai tujuan. Ini mencakup pemantauan dan evaluasi berkala
terhadap kemajuan proyek.

4. **Keterlibatan Stakeholder**

- Keterlibatan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses perencanaan
dan implementasi proyek infrastruktur memastikan bahwa proyek memenuhi kebutuhan
nyata dan mendapat dukungan luas.

#it#Ht Belanja Program Infrastruktur Konektivitas Kementerian Lembaga Negara

Belanja Program Infrastruktur Konektivitas yang dilakukan oleh Kementerian Lembaga Negara
mencakup berbagai proyek yang bertujuan meningkatkan konektivitas antar daerah dan
mendukung integrasi ekonomi nasional. Program ini mencakup pembangunan jalan tol, jalur
kereta api, pelabuhan, dan bandara.



HiH#H Kajian Dampak Belanja Infrastruktur Konektivitas
**Dampak Ekonomi**

- Pembangunan infrastruktur konektivitas mengurangi biaya transportasi dan waktu perjalanan,
yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi ekonomi. Ini juga membuka akses ke pasar baru,
meningkatkan perdagangan antar daerah, dan mendorong investasi.

**Dampak Sosial**

- Infrastruktur konektivitas meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti
pendidikan dan kesehatan. Ini meningkatkan kualitas hidup dan mendorong perkembangan
sumber daya manusia.

**Dampak Lingkungan**

- Meskipun pembangunan infrastruktur sering kali memiliki dampak lingkungan, penerapan
teknologi ramah lingkungan dan praktik pembangunan berkelanjutan dapat meminimalkan
dampak negatif dan meningkatkan manfaat jangka panjang.

**Dampak Multidimensional**

- Infrastruktur konektivitas memiliki dampak multidimensional yang melampaui aspek ekonomi
dan sosial. Ini mencakup peningkatan stabilitas politik dan keamanan, penguatan integrasi
nasional, dan peningkatan ketahanan terhadap bencana.

1. **Pengeluaran Negara untuk Infrastruktur dan Dampaknya pada PDRB di Daerah**:
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus Pemerintah di tahun 2023 yang ditunjukkan
melalui peningkatan anggaran TKD untuk infrastruktur tahun 2023 menjadi Rp 92,9 triliun'.
Infrastruktur yang baik akan mendorong mobilitas perekonomian menjadi lebih mudah dan efisien
sehingga pendapatan akan semakin meningkat?.

2. **Alokasi Dana yang Efektif untuk Proyek Infrastruktur dan Korelasinya dengan Pertumbuhan
Ekonomi**: Alokasi anggaran yang mendalam dan rinci diharapkan bahwa output dari proyek-
proyek ini akan secara efektif mendukung transformasi ekonomi, menciptakan pemerataan
pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia*.

3. **Belanja Program Infrastruktur Konektivitas Kementerian Lembaga Negara**: Pemerintah Rl
mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Alokasi terbesar untuk belanja K/L, yang mencapai
Rp213,7 triliun™.

4. **Kajian Belanja Konektivitas yang memiliki Dampak yang Luas dan Multidimensional**:
Konektivitas yang menghubungkan kawasan delineasi dengan berbagai pusat kegiatan perkotaan
pada kawasan yang lebih luas memiliki nilai sangat baik. Dapat dikatakan kedua stasiun transit
terhubung dengan baik, baik secara lokal maupun dengan kawasan perkotaan yang lebih luas[*10/].

**pengeluaran Negara untuk Infrastruktur dan Dampak Positifnya terhadap PDRB**

- Alokasi dana yang efektif untuk proyek infrastruktur berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi,
terutama di daerah di mana ada fokus pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas .

**Program Infrastruktur Konektivitas Kementerian Lembaga Negeri**



- Kementerian Lembaga Negara melaksanakan Program Infrastruktur Konektivitas untuk
meningkatkan konektivitas antar daerah melalui pengembangan jalan, jembatan, bandara, dan
infrastruktur digital .

**Studi Pengeluaran Konektivitas dengan Dampak Luas dan Efek Multidimensional**

- Penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur transportasi secara positif
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan akses pasar, memperluas peluang
investasi, dan menciptakan lapangan kerja .

- Program Infrastruktur Konektivitas bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan
memfasilitasi perdagangan, menarik investasi, dan menciptakan peluang kerja melalui peningkatan
konektivitas .

- Dampak pengeluaran konektivitas melampaui pertumbuhan ekonomi untuk mencakup
peningkatan kesejahteraan sosial, integrasi nasional, dan peningkatan kualitas hidup bagi warga
negara .

- Program ini berfokus pada mengatasi hambatan pengeluaran pemerintah yang efektif, seperti
potensi korupsi, kompleksitas birokrasi, dan kurangnya koordinasi, untuk meningkatkan efisiensi
investasi infrastruktur .



